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masyarakat, maka diperlukan pengelolaan 

yang tepat dan melibatkan semua pihak yang 

terkait. Keterlibatan secara aktif para pihak 

(stakeholders) akan membangun rasa memili-

ki, memanfaatkan secara arif, dan memelihara 

sumberdaya secara bersama-sama.

Keberhasilan penyelengaraan otonomi 

Daerah juga tidak terlepas dari partisipasi 

aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat 

'DHUDK��EDLN�VHEDJDL�NHVDWXDQ�VL'HP�PDXSXQ�

sebagai individu, merupakan bagian integral 

\DQJ�VDQJDW�SHQWLQJ�GDUL�VL'HP�SHPHULQWDKDQ�

Daerah, karena secara prinsip penyelengaraan 

otonomi Daerah ditunjuk guna mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera di daerah yang ber-

sangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab pe-

nyelengaraan pemerintahan Daerah tidak saja 

di tangan Kepala Daerah, DPRD, dan Aparat 

Pelaksana tapi juga di tangan Masyarakat 

Daerah tersebut.6 

Menurut Waluyo, Peran serta masyarakat 

pada dasarnya adalah suatu proses yang me-

libatkan masyarakat umumnya dikenal se-

bagai peran serta masyarakat, yaitu proses 

komunikasi dua arah yang berlangsung ter-

us-menerus untuk meningkatkan pengertian 

masyarakat secara penuh atas suatu proses 

kegiatan, dimana masalah-masalah dan ke-

butuhan lingkungan sedang dianalisa.7 Seh-

ingga dapat disimpulkan bahwa peran serta 

masyarakat dapat diartikan sebagai suatu 

usaha terencana untuk melibatkan masyarakat 

dalam proses pembuatan keputusan (decision-

making) dan untuk mencegah atau menyele-

VDLNDQ� NRQÀLN�PHODOXL� NRPXQLNDVL� GXD� DUDK�

yang terus menerus yang menguntungkan 

6 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di 

Negara Republik Indonesia (Jakarta: Pt. Raja 

Grafindo Persada, 2010), 120.

7  Waluyo, Peranserta Masyarakat Dalam Kehidupan 

Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 33.

berbagai pihak yang terlibat. Partisipasi juga 

dapat diartikan sebagai suatu proses aktif 

yang memperlihatkan bagaimana pihak-pihak 

yang mendapat manfaat ikut mempengaruhi 

arah dan pelaksanaan kegiatan, bukan seka-

dar hanya mendapat keuntungan dari manfaat 

kegiatan. Hal ini membuktikan adanya unsur 

keterlibatan yang diciptakan dari dalam suatu 

kegiatan yang dilakoni atau dikerjakan oleh 

masyarakat.

Berdasarkan kriteria tersebut Mikellsen 

dalam Soetomo membedekan adanya empat 

pendekatan untuk mengembangkan partisi-

pasi masyarakat adalah:

Pendekatan Partisipasi Pasif berdasarkan a. 

SDGD�DQJJDSDQ�EDKZD�SLKDN�HN'HUQDO�\DQJ�

lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, 

teknologi, skill, dan sumber daya

Pendekatan Partisipasi Aktif adanya b. 

komunikasi dua arah, walaupun pada 

dasarnya masih berdasarkan anggapan 

yang sama dengan pendekatan yang 

SHUWDPD��EDKZD�SLKDN�HN'HUQDO�OHELK�WDKX�

dibandingkan masyarakat lokal.

Pendekatan Partisipasi Dengan Keterikatan c. 

ini mirip kontrak sosial antara pihak 

HN'HUQDO�GHQJDQ�PDV\DUDNDW�ORNDO��'DODP�

keterikatan tersebut dapat disepakati apa 

yang dapat dilakukan masyarakat lokal dan 

apa yang harus dilakukan dan diberikan 

SLKDN�HN'HUQDO�

Partisipasi Atas Permintaan Setempat d. 

mencerminkan kegiatan pembangunan 

atas dasar keputusan yang diambil oleh 

masyarakat setempat.8

Sedangkan menurut Bintaro Tjokroami-

8 Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan 

Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

449-451.
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djojo dalam Josef Riwu Kaho partisipasi 

masyarakat dapat terjadi dalam empat jenjang 

yaitu:

Partisipasi dalam proses pembuatan a. 

keputusan yang mana setiap proses 

penyelengaraan, terutama dalam kehidupan 

EHUVDPD�PDV\DUDNDW��SD'L�PHOHZDWL�WDKDS�

penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan 

yang lain adalah meyangkut pembuatan 

keputusan politik.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan b. 

tindak lanjut dari tahap pertama di 

atas, bahwa partisipasi dapat dilakukan 

melaluli keikutsertaan masyarakat dalam 

memberikan kontribusi guna menunjang 

pelaksanaan pembangunan yang terwujud 

melalui tenaga, uang, barang material, 

ataupun informasi yang berguna bagi 

pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi dalam memanfaatkan hasil yang c. 

mana setiap usaha bersama ditunjukan 

untuk kepentingan dan kesejahteraan 

bersama anggota masyarakatnya.

Partisipasi dalam evaluasi bahwa setiap d. 

penyelengaraan apa pun dalam kehidupan 

bersama, hanya dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat.9

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

DAS Batanghari merupakan suatu aset sum-

ber daya manusia yang harus dimanfaatkan 

VHFDUD�PDNVLPDO�JXQD�PHPHOLKDUD�NHOH'DULDQ�

lingkungan sekitar DAS Batanghari. Dalam 

hal ini masyarakat diharapkan tidak hanya 

menjadi obyek melainkan dapat menjadi sub-

yek dalam program-program pengelolaan 

lingkungan. Dengan demikian akan tumbuh 

perasaan memiliki dan dengan sukarela akan 

9 Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan 

Masyarakat…, 449-451. 

menjaga dan mengelola lingkungan dengan 

baik. 

Pada dasarnya selama ini masyarakat me-

mahami pentingnya meningkatkan kualitas 

lingkungan DAS Batanghari, oleh karena 

itulah perlu adanya optimalisasi peran sum-

ber daya manusia yang ada. Proses dan ben-

tuk partisipasi masyarakat seperti diuraikan 

di atas belum sepenuhnya berjalan ditingkat 

lapangan. Proses pembuatan keputusan yang 

menyangkut pengelolaan sumberdaya, selama 

ini berlangsung dengan keterlibatan yang san-

gat minimal dari �DNHKROGHUV-nya, terutama 

masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi sum-

berdaya yang dikelola. Rendahnya keterliba-

tan masyarakat, dalam pembuatan keputusan 

dan pengelolaan sumberdaya, sangat potensi-

DO�PHQLPEXONDQ�EHUEDJDL�NRQÀLN�GLDQWDUD�SH-

merintah, dunia usaha, dan masyarakat yang 

umumnya merasa hanya menjadi penonton. 

.RQÀLN�NRQÀLN� \DQJ� WHUMDGL� GDSDW�PHPSHQ-

garuhi keberlanjutan dari usaha pemanfaatan 

sumberdaya yang dilakukan, sementara itu 

masyarakat dapat termarjinalkan oleh pen-

gelolaan sumberdaya yang tidak partisipatif. 

Untuk menghindarkan terjadinya berbagai 

persoalan di atas, pengelolaan sumberdaya 

alam perlu memperhatikan:

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya harus 1. 

dilakukan secara partisipatif.

Pemanfaatan sumberdaya wajib melibatkan 2. 

partisipasi berbagai pihak yang terkait 

(�DNHKROGHUV) sesuai dengan kapasitasnya 

masing-masing.

Sesuai dengan kapasitasnya, masyarakat 3. 

terlibat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi atas pengelolaan 

sumberdaya yang dilakukan.

Keterlibatan masyarakat dalam berbagai 4. 

tahap pengelolaan sumberdaya dilakukan 
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oleh wakil-wakil masyarakat yang 

penunjukkannya ditentukan melalui 

PHNDQLVPH� \DQJ� VHVXDL� GHQJDQ� VL'HP�

adat/budaya lokal.

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan 

dan dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan adalah meningkatkan partisipasi 

masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam 

suatu kegiatan terdiri atas empat macam, yaitu 

partisipasi dalam:

Tahap pembuatan keputusan, dalam hal 1. 

ini, sejak awal masyarakat dilibatkan 

dalam perencanaan dan perancangan 

kegiatan serta dalam membuat keputusan 

yang akan dilaksanakan berkaitan dengan 

kegiatan tersebut.

Tahap pelaksanaan (implementasi). 2. 

Keterlibatan masyarakat dalam 

merencanakan dan merancang serta 

membuat keputusan tentang kegiatan, 

dilanjutkan dengan melibatkan mereka di 

dalam pelaksanaan kegiatan. Masyarakat 

sekaligus dapat mengontrol bagaimana 

kegiatan yang direncanakan dan 

diputuskan dilaksanakan oleh mereka 

bersama dengan pihak-pihak lain.

Tahap evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, 3. 

biasanya dilakukan evaluasi yang 

bersifat periodik maupun di akhir 

tahap pelaksanaan. Dalam konteks 

ini, keterlibatan masyarakat juga akan 

memberikan manfaat bagi keseluruhan 

kegiatan apabila mereka dilibatkan dalam 

evaluasi-evaluasi yang dilakukan.

Partisipasi dalam mendapatkan manfaat 4. 

dari suatu kegiatan.

Gambaran tentang bentuk partisipasi sep-

erti tersebut di atas memperlihatkan bahwa 

partisipasi masyarakat bukan hanya melibat-

kan mereka sebagai objek, melainkan melibat-

kan mereka sebagai subjek yang ikut berperan 

sejak tahap perencanaan hingga implementasi 

dan evaluasi dari suatu kegiatan dengan mem-

SHUKDWLNDQ� NDUDNWHUL'LN� '$6� GDQ� SULQVLS�

prinsip pengelolaan DAS.

Pengelolaan DAS memerlukan keterpad-

uan pengelolaan, dimana keterpaduan pen-

gelolaan dimaknai sebagai upaya singkro-

nisasi tujuan melalui koordinasi pengelolaan 

suatu sumberdaya dengan sumberdaya lain-

nya di suatu DAS dalam arah pencapaian tu-

juan pengelolaan DAS dalam kerangka peri-

ODNX� VL'HP�'$6��6HFDUD� XPXP�� SHQJHORODQ�

DAS yang berkelanjutan dengan pendekatan 

inter-disiplin multipihak.

Kerangka kerja pengelolaan DAS diban-

gun berdasarkan pengelolaan program dan 

sumberdaya yang ada tetapi berdasarkan pada 

tujuan bersama pengelolaan DAS. Para pihak 

terkait berorientasi pada tujuan dan kesepaka-

tan bersama tersebut. Kerangka kerja yang 

dibangun merupakan ”wadah” bagi semua 

mitra kerja bekerja bersama-sama. 

Penegakan Hukum dan Pengaturan 

Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai Terpadu

1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Daerah 

Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS 

adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 

sungainya, yang berfungsi menampung,  me-

nyimpan dan mengalirkan air yang berasal 

dari curah hujan ke danau atau ke laut secara 

alami, yang batas di darat merupakan pemi-

VDK�WRSRJUD¿V�GDQ�EDWDV�GL�ODXW�VDPSDL�GHQJDQ�



Hartati

Vol. 18, No. 1, Juni 2018                                              Al-Risalah20

daerah perairan yang masih  terpengaruh ak-

tivitas daratan.

DAS merupakan kawasan lindung, sehing-

ga memiliki fungsi ekologi.  Dalam bukunya 

yang berjudul Kajian Model Pengelolaan DAS 

7HUSDGX��(uHQGL�(��PHQMHODVNDQ�EDKZD�

Berdasarkan fungsinya, DAS dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu DAS bagian hulu, DAS bagian 

tengah, dan DAS bagian hilir. DAS bagian hulu 

didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola 

untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS 

agar tidak terdegradasi, yang dapat diindikasikan 

oleh kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas 

air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah 

hujan. DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi 

pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat 

memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan 

ekonomi, yang dapat diindikasikan dari kuantitas 

air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, 

dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada 

prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, 

waduk, dan danau. DAS bagian hilir didasarkan 

pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola 

untuk dapat memberikan manfaat sosial dan 

ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas 

dan kualitas air, kemampuan menyalurkan 

air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk 

kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan 

air limbah.10

Pemanfaatan sumber daya alam serta 

SHOH'DULDQ� OLQJNXQJDQ� SHUOX� GLDWXU� XQWXN�

menghindari kerusakan lingkungan atau ben-

cana lingkungan sehingga pembangunan dan 

NHOH'DULDQ� OLQJNXQJDQ� GDSDW� VHFDUD� VLQHUJLV�

berjalan bersamaan. Salah satu pemanfaatan 

sumber daya alam yang sekaligus digunakan 

XQWXN� SHOH'DULDQ� OLQJNXQJDQ\DLWX� EHUNDLWDQ�

dengan DAS.

Pemanfaatan sumber daya alam di DAS 

10 Effendi E. Kajian Model Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (Das) Terpadu (Jakarta: Direktorat 

Kehutanan Dan Konservasi Sumberdaya Air, 2008), 

56.

untuk berbagai keperluan dapat memberi-

kan dampak positif dan negatif. Dampak 

positf ditunjukkan dengan adanya peningka-

tan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat karena masyarakat dapat meman-

faatkan/mendaya  gunakan DASuntuk saluran 

irigasi bagi pertanian, penggalian tanah dan 

pasir yang dapat digunakan untuk bahan ban-

guanan, obyek wisata, dan masih banyak lagi 

manfaatnya. Dampak negatif berupa  penu-

runan kualitas dan kuantitas lingkungan DAS 

yang disebabkan oleh sedimen yang bersum-

EHU�GDUL�HURVL�PDXSXQ�OLPEDK�LQGX'UL��SROXVL��

yang diakibatkan dari adanya perkampun-

gan kumuh yang padat penduduk, selain itu 

dampak negatif lainnya ialah  adanya peng-

galian tanah dan pasir secara terus menerus 

sehingga membentuk cekungan-cekungan di 

DASyang dapat merusak bentuk lahan dan 

memudahkan longsor terutama di kiri-kanan 

sungai maupun dasar sungai menjadi lebih 

kasar, sehingga dapat meningkatkan erosilitas 

dan daya angkut sungai. Dampak negatif yang  

ditimbulkan ini dapat merubah keadaan sun-

JDL�GDQ�HNRVL'HP�'$6�

Kompleksnya permasalahan lingkungan 

buatan di sepanjang DAS, menuntut pemeca-

han masalah secara multidimensi dan kompre-

hensif. Salah satu faktor penentu berhasilnya 

upaya pemecahan masalah-masalah itu adalah 

peran serta seluruh lapisan masyarakat. Pada 

saat ini keterlibatan masyarakat dalam pen-

gelolaan lingkungan hidup di sepanjang DAS 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

sampai pemantauan masih relatif rendah aki-

bat:

rendahnya tingkat kesadaran dan 1. 

pemahaman terhadap persoalan 

lingkungan buatan.

lemahnya peran lembaga kemasyarakatan 2. 

maupun dunia usaha dalam mendukung 
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program pengelolaan lingkungan buatan, 

dan 

terbatasnya pendapatan masyarakat 3. 

menyebabkan kapasitas peran serta 

menjadi tidak optimal.11

Lebih jauh lagi, tampaknya belum terdapat 

kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan di 

satu wilayah sungai akan terkait dengan apa 

yang terjadi di wilayah lain. Menurut Syme 

dalam Emirhadi Suganda menyatakan bahwa 

Sebuah penelitian menemukan bahwa ting-

kat pendidikan masyarakat merupakan salah 

satu aspek yang menentukan sejauh mana 

masyarakat memiliki kepedulian lingkungan 

pada skala yang lebih luas daripada lingkun-

gan tempat tinggalnya.12

Terdapat permasalahan keberlanjutan DAS 

yang terkait dengan kondisi sosial masyarakat 

sekitar DAS dan juga pengelolaan DAS itu 

sendiri secara kelembagaan. Pendekatan me-

nyeluruh DAS terpadu menuntut suatu mana-

jemen terbuka yang menjamin keberlangsun-

gan proses koordinasi antara lembaga terkait. 

Selain itu juga perlu memandang penting 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

DAS mulai dari perencanaan, perumusan ke-

bijakan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Per-

encanaan DAS tidak dapat dilakukan melalui 

pendekatan sektoral saja, melainkan harus ada 

keterkaitan antar sektor baik dalam perenca-

naan APBN, program kerja maupun koordina-

si pelaksanaan. Disamping itu, terdapat faktor 

sosial yang berpengaruh dalam pengelolaan 

DAS antara lain  kepadatan penduduk, ting-

kah laku konservasi, hukum adat, nilai tradis-

11 Emirhadi Suganda, “Pengelolaan Lingkungan Dan 

Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai”, 

Makara, Vol. 13, No. 2 (2009), 143-153.

12 Emirhadi Suganda, Pengelolaan Lingkungan Dan 

Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai..., 

hlm. 148.

ional, kelembagaan dan budaya kerja sama  

atau gotong royong.

+DUPRQLVDVL� KXEXQJDQ� 'UXNWXUDO� DQWDU�

lembaga dalam pemerintahan pada era oto-

nomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat lokal terganggu karena faktor-faktor 

internal yang tidak dapat dikendalikan, sep-

erti ego sektoral dan ego kedaerahan. Hal ini 

dipersulit lagi oleh ketidakseimbangan po-

tensi sumber daya alam dan kondisi keuangan 

masing-masing daerah. Kenyataan di lapan-

gan menunjukkan bahwa lembaga pemerin-

tahan memiliki program dan kegiatan yang 

saling tumpang tindih dalam pengelolaan 

sumber daya alam dan air. Lembaga pemer-

intahan pusat yang ditempatkan di daerah, 

seperti kantor balai besar pengelolaan sumber 

daya air oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

dan lembaga sejenis di tingkat daerah, tidak 

selalu dapat berkomunikasi dengan baik den-

JDQ� 'DNHKROGHUV�PLWUD� NHUMDQ\D� GL� GDHUDK�

sehingga mengakibatkan ketimpangan pen-

gelolaan karena ketidakharmonisan hubungan 

'UXNWXUDO�VHSHUWL�LQL��'HPLNLDQ�MXJD��GHQJDQ�

hubungan antar kantor/dinas yang memiliki 

mandat pengelolaan sumber daya alam dan 

air di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, 

seperti dinas kehutanan, pertanian, pekerjaan 

umum, energi dan sumber daya mineral, dan 

lain-lain yang batas-batas wilayah pengelo-

laannya tidak selalu jelas.

2. Penegakan Hukum Daerah Aliran Sungai 

(DAS)

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai 

yang terdapat di dalam masyarakat. Kesa-

daran hukum masyarakat merupakan pandan-

gan-pandangan yang hidup dalam masyarakat 

tentang apa hukum itu. Pandangan yang hidup 

dalam masyarakat bukan semata-mata meru-

pakan produk pertimbangan menurut akal, 
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tetapi berkembang di bawah pengaruh beber-

apa faktor, seperti agama, ekonomi, politik, 

dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di 

dalam masyarakat, maka tidak bersifat per-

orangan atau subyektif, tetapi merupakan re-

sultante dari kesadaran hukum yang bersifat 

subyektif.13 

Di negara Indonesia lingkungan hidup 

yang baik dan sehat merupakan hak asasi set-

iap warga negara Indonesia sebagaimana dia-

manatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Untuk menjalankan apa yang telah diamanat-

kan dalam Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945 tersebut pemer-

intah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat telah beberapa kali mengundangkan 

undang-undang mengenai pengelolaan ling-

kungan hidup diantaranya:

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 1. 

Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 2. 

Tentang Pengelolaan Lingkungan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 3. 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkngan Hidup.

Hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan 

undang-undang tersebut diantaranya adalah 

pembangunan ekonomi nasional yang dis-

elenggarakan berdasarkan prinsip pembangu-

nan berkelanjutan dan berwawasan lingkun-

gan, bahwa semangat otonomi daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Negara Ke-

satuan Republik Indonesia telah membawa 

perubahan hubungan dan kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ter-

13 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu H -

kum, Cetakan Ke 2 (Yogyakarta : Liberty, 2010), 

hlm. 151.

masuk di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, bahwa kualitas lingkungan 

hidup yang semakin menurun telah mengan-

cam kelangsungan kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilaku-

kan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

KLGXS� \DQJ� VXQJJXK�VXQJJXK� GDQ� NRQVL'HQ�

oleh semua pemangku kepentingan.

Dengan diberlakukannya Undang–Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharap-

kan bahwa penggunaan sumber daya alam 

harus selaras, serasi, dan seimbang dengan 

fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekue-

nsinya, kebijakan, rencana, dan/atau program 

pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban 

PHODNXNDQ�SHOH'DULDQ�OLQJNXQJDQ�KLGXS�GDQ�

mewujudkan tujuan pembangunan berkelan-

jutan. Termasuk dalam pengelolaan daerah 

aliran sungai.

Undang-Undang Republik Indonesia No-

mor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat 

(1) disebutkan bahwa masyarakat memiliki 

hak dan kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan aktif dalam perlindun-

gan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dis-

amping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Pasal 57 yang menyebutkan bahwa:

Masyarakat dapat berperan serta dalam 1. 

pengelolaan DAS. 

Peran serta masyarakat sebagaimana 2. 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

baik perorangan maupun melalui forum 

koordinasi pengelolaan DAS. 

Forum koordinasi pengelolaan DAS 3. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

membantu dalam mendukung keterpaduan 
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penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Melalui Peraturan Perundangan-Undangan 

tersebut pemerintah memberi kewenangan yang 

sangat luas kepada pemerintah daerah dalam 

melakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di daerah masing-masing 

yang tidak diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehing-

ga, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup 

terkait pengelolaan DAS di Provinsi Jambi 

diatur Peraturan Daerah Provinsi Jambi No-

mor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Daer-

ah Aliran Sungai Provinsi Jambi.

Pengambil keputusan, peran serta 

masyarakat juga akan mereduksi kemungki-

nan penolakan masyarakat untuk menerima 

keputusan. Pemberian akses atas informasi 

tentang pengelolaan lingkungan juga merupa-

kan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek 

peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup.14 Landasan hukum pengelolaan 

DAS di Provinsi Jambi khususnya yang mengatur per-

an serta masyarakat dapat dilakukan baik perorangan 

maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS 

Provinsi. Peran serta masyarakat secara perorangan 

dapat berupa: a) menjaga, memelihara dan menikmati 

NXDOLWDV� OLQJNXQJDQ� KLGXS� \DQJ� GLKDVLONDQ� HNRVL'HP�

DAS Provinsi; b) mendapatkan dan memberikan infor-

masi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS 

Provinsi; dan c) mendapatkan pelatihan dan penyuluhan 

yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Provinsi.15

Adapun tujuan dari peran serta masyarakat 

sejak tahap perencanaan adalah untuk meng-

hasilkan masukan dan persepsi yang bergu-

14  Rm. Gatot Soemartono.P, Hukum Lingkungan I -

donesia (Jakarta : Sinar Garafika, 1996), 17.

15 Lihat Pasal 50 dan Pasal 51, Peraturan Daerah 

Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pen-

gelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi.

na dari warga negara dan masyarakat yang 

EHUNHSHQWLQJDQ��SXEOLF�LQWHUH'��GDODP�UDQJND�

meningkatkan kualitas pengambilan keputu-

san lingkungan. Karena dengan melibatkan 

masyarakat yang potensial terkena dampak 

kegiatan dan kelompok kepentingan (inter-

H'�JURXSV���SDUD�SHQJDPELO�NHSXWXVDQ�GDSDW�

menangkap pandangan, kebutuhan dan peng-

harapan dari masyarakat dan kelompok terse-

but dan menuangkannya kedalam konsep. 

Pandangan dan reaksi masyarakat itu, seba-

liknya akan menolong pengambil keputusan 

untuk menentukan prioritas, kepentingan dan 

arah yang positif dari berbagai faktor.

Proses peran serta masyarakat haruslah 

terbuka untuk umum, peran serta masyarakat 

akan mempengaruhi kredibilitas (accountabil-

ity) badan yang bersangkutan. Dengan cara 

mendokumentasikan perbuatan keputusan 

badan negara ini, sehingga mampu menyedia-

kan sarana yang memuaskan jika masyarakat 

dan bahkan pengadilan merasa perlu melaku-

kan pemeriksaan atas pertimbangan yang te-

lah diambil ketika membuat keputusan terse-

but. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa 

adanya tanggung jawab dari badan negara 

tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.

Kelembagaan perencanaan yang memung-

kinkan terjadinya perencanaan terpadu atau 

perencanaan yang dikordinasikan (integrated 

or coordinated planning) menjadi penting 

dan diperlukan, termasuk didalamnya kelem-

bagaan pengumpulan dan penyajian data 

dan informasi. Kelembagaan yang dimaksud 

adalah pengorganisasian dan pengaturan me-

kanisme hubungan antar komponen dalam 

organisasi dan antar organisasi yang terkait. 

Membentuk kelembagaan tidak harus selalu 

membentuk organisasi baru, tetapi dengan 

memperkuat peran organisasi yang ada dan 

memperjelas hubungan antar organisasi yang 
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ada.

Prinsip utama dalam pengelolaan DAS ka-

bupaten khususnya di Desa Selat Kabupaten 

Jambi Luar Kota adalah mensinergiskan pro-

gram sektoral terhadap tujuan pengelolaan 

sumberdaya DAS berdasarkan isu sumberda-

ya air dalam DAS tersebut.  Sebagai kerangka 

pendekatan kerja maka setiap rencana sektoral 

dan kegiatan pihak terkait perlu dipantau oleh 

pihak yang berwenang dalam menanggapi 

isu sumberdaya air dan mengkomunikasikan 

dengan para pihak terkait untuk menyelesai-

kan masalah yang menyebebakan terjadinya 

isu tersebut dalam kerangka pengelolaan DAS 

terpadu.

Pengaturan kelembagaan menentukan ba-

gaimana individu berinteraksi dengan indi-

vidu lainnya, dan antara organisasi dengan 

organisasi lainnya dalam pemanfaatan DAS. 

3HQJDWXUDQ� LQL� SHQWLQJ� XQWXN� PHPD'LNDQ�

bahwa pengelolaan DAS dapat diterima oleh 

berbagai pihak terkait (�DNHKROGHUV) dalam 

perspektif tujuan dan kepentingannya mas-

ing-masing. Ada tiga faktor yang dapat dii-

GHQWL¿NDVL� GDUL� SHQJDWXUDQ� NHOHPEDJDDQ� LQL��

yaitu: 1) koherensi kepentingan dan aktivitas 

di antara �DNHKROGHUV, 2) kekuatan lembaga 

lokal, dan 3) Manfaat untuk masyarakat lokal 

di dalam DAS.

DAS akan dapat dikelola dengan baik 

jika potensi sumberdayanya tinggi dan pen-

JDWXUDQ� VRVLDO� VHUWD� IDNWRU�IDNWRU� HN'HUQDO�

dapat menciptakan keseimbangan yang baik 

antara insentif dan kontrol. Masyarakat akan 

mau bertindak dalam rangka rehabilitasi dan 

konservasi DAS jika mereka dapat ikut mera-

sakan manfaat dari tindakannya itu. 

Untuk dapat mewujudkan tujuan pengelo-

laan DAS yang diuraikan tersebut diatas, 

maka terlebih dahulu harus disadari bahwa 

kinerja pengelolaan DAS sangat ditentukan 

ROHK�NLQHUMD�EDQ\DN� LQ'LWXVL�RUJDQLVDVL� \DQJ�

masing-masing memiliki kepentingan, peran 

dan fungsi berbeda menurut sektor, sumber-

daya dan wilayah.

Tahap awal dalam rangka mencari inovasi 

kelembagaan pengelolaan DAS terpadu ada-

lah inisiasi proses dialog yang bertujuan untuk 

PHQJLGHQWL¿NDVL� GDQ� PHQ\DWXNDQ� SHUKDWLDQ��

konsep, program dan aksi berdasarkan ke-

samaan pandangan dalam pengelolaan DAS. 

Secara prinsip, inisiasi proses dapat dilakukan 

oleh adanya inisiatif individu atau kelompok 

masyarakat, organisasi masyarakat, LSM 

ORNDO�� UHJLRQDO� GDQ�QDVLRQDO�� LQ'DQVL� SHPHU-

intah Kabupaten, Propinsi atau Nasional, atau 

LQ'DQVL� VZD'D�� EDLN� VHFDUD� VXNDUHOD� �volun-

tary) maupun akibat mandat publik (manda-

tory���,QLVLDVL�ROHK�LQ'LWXVL�SXEOLN�\DQJ�PHPL-

liki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan 

langsung dengan sumberdaya di dalam DAS 

diharapkan dapat menjaga kesinambungan 

proses, sehingga tujuan pengelolaan DAS da-

pat dicapai melalui penguatan kelembagaan 

secara menyeluruh. Proses dialog dilaksana-

kan secara partisipatif dan seyogyanya di-

fasilitasi oleh seorang fasilitator independen 

yang memahami konteks pengelolaan DAS 

terpadu.

Proses partisipasi pengelolaan DAS ter-

padu pada tahap inisiasi mendorong terben-

tuknya mekanisme pengambilan keputusan 

kolektif yang berorientasi pada pemecahan 

masalah pokok di lapangan, sehingga perlu 

mengadopsi pendekatan bottom-up untuk 

PHQMDPLQ�H¿VLHQVL�GDQ�HIHNWL¿WDVQ\D��3ULQVLS�

EHUEDJL�NDSDVLWDV�� UHVROXVL�NRQÀLN��PHPEDQ-

gun konsensus perlu disepakati bersama da-

lam setiap proses yang dilaksanakan. Mem-

bangun konsensus merupakan metoda paling 

efektif dalam pengambilan keputusan dalam 
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proses pengelolaan DAS terpadu, walaupun 

memakan waktu relatif lama dan memerlu-

kan komitmen. eputusan diambil berdasarkan 

pendekatan kontributif (berbagi kapasitas dan 

sumberdaya) serta ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan bersama. Semua peserta bertang-

gung jawab untuk mengimplementasikan set-

iap keputusan yang disepakati.

.UL'DOLVDVL� DNKLU� GDUL� UDQJNDLDQ� SURVHV�

inisiasi adalah tersusunnya rencana pengelo-

laan DAS terpadu yang masih bersifat makro 

namun meletakkan landasan bagi terbangun-

nya kontrak sosial yang kokoh. Perencanaan 

pengelolaan DAS terpadu yang dimulai dari 

kajian informasi dasar, penilaian kondisi, 

SHQGH¿QLVLDQ� PDVDODK�� SHQHWDSDQ� SULRULWDV��

analisis tujuan, analisis alternatif hingga peru-

musan rencana bersama.

Apabila kesepakatan/luaran di atas dapat 

dicapai, pintu bagi penguatan kapasitas dan 

SHPEDJLDQ�SHUDQ�PDVLQJ�PDVLQJ�LQ'LWXVL�RU-

ganisasi yang terlibat telah terbuka dan dapat 

ditindaklanjuti dengan upaya-upaya mengop-

erasionalkan seluruh kesepakatan melalui pe-

nataan hubungan kelembagaan yang lebih baik 

dan dapat dipertanggung-gugatkan kepada 

publik, penguatan aspek legal dan implemen-

tasi di tingkat program. Setiap kesepakatan 

kolektif pada akhirnya harus dapat diadopsi 

VHFDUD�NRQ'LWXVLRQDO�OHJDO�ROHK�LQ'LWXVL�\DQJ�

memiliki kewenangan.

Lembaga tata pengelolaan air dan DAS 

SDGD�KDNHNDWQ\D�PHUXSDNDQ�VXDWX�NRQ'UXNVL�

sosial yang senantiasa berubah dan berkem-

bang sesuai dengan proses evolusi sosial dan 

ekologi. Bentuk interaksi dan arah perubahan 

sosial-ekologi sangat tergantung kepada dina-

mika kekuatan saling mempengaruhi antara 

HOHPHQ� VRVLDO� GDQ� HOHPHQ� HNRVL'HP��'DODP�

proses perubahan tersebut terjadi interaksi 

PXOWLDUDK�DQWDUD�� �D�� VL'HP� WDWD�SHQJHORODDQ�

DAS sebagai perancang dan pengambil kepu-

tusan, (b) anggota organisasi pengelola DAS 

sebagai �DNHKROGHU utama pemanfaatan DAS 

secara berkelanjutan, dan (c) elemen-elemen 

ekologi dan sosial lain yang terlibat.

Konsep kelembagaan pengelola air dan 

DAS meliputi tata peraturan formal dan infor-

PDO�� QRUPD�GDQ�GDVDU� NRJQLWLI�� VHUWD� VL'HP�

VL'HP�VLPEROLN�\DQJ�WHUVXVXQ�JXQD�PHQJDWXU�

SHQJJXQDDQ� GDQ� GL'ULEXVL� VHUWD�PHQHQWXNDQ�

'DWXV�VXPEHU�GD\D�DLU�GDODP�VXDWX�NHORPSRN�

masyarakat. Konsep-konsep tersebut di atas 

secara garis besar dapat dibagi dalam aspek 

NHELMDNDQ��KXNXP�GDQ�DGPLQL'UDVL��\DQJ�NH-

seluruhannya mencakup elemen-elemen for-

mal dan informal. Isu hukum air mengacu 

SDGD�'DWXV�OHJDO�DLU��KDN�DWDV�DLU��PHNDQLVPH�

GDQ�UHVROXVL�NRQÀLN��NHPXQJNLQDQ�SHUWHQWDQ-

gan antara hukum, kenakeragaman legal dan 

kehadiran atau ketiadaan peraturan adminis-

tratif dalam mengimplementasikan hukum 

tersebut. Aspek kebijakan meliputi prioritas 

penggunaan, biaya, kemampuan desentralisasi 

atau sentralisasi, kemampuan partisipasi dan 

koordinasi dengan kebijakan lain. Aspek ad-

PLQL'UDVL�DGDODK�'UXNWXU�RUJDQLVDVL�SHQJHOR-

laan air, termasuk pembiayaan, kepegawaian, 

kapasitas dan penghimpunan dana.

Penutup

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan 

harus dirumuskan dengan memperhatikan isu-

isu penting yang dirasakan oleh masyarakat 

luas dengan masukanmasukan dari berbagai 

pihak. Dalam hal ini pemerintah baik pusat 

(Departemen Kehutanan, Departemen Perta-

nian dan Departemen Pemukiman dan Pras-

arana Wilayah,  Depdagri) maupun daerah 

(Gubernur, Bupati, Dinas-dinas dan Badan-

badan terkait) harus mampu memberikan lan-
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dasan- landasan hukum maupun operasional-

nya, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 

tersebut.  Lembaga-lembaga lainnya sep-

erti Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, 

LSM, dan lain- lain secara aktif mendukung 

aspek kajian ilmiah untuk memberikan lan-

dasan, kaidah-kaidah ekologi, sosial ekonomi 

dan teknis bagi penyusunan kebijakan serta 

WHNQRORJL�\DQJ�H¿VLHQ�GDQ�UDPDK�OLQJNXQJDQ�

kepada masyarakat pelaku. Masyarakat seba-

gai pelaku utama juga harus terlibat secara 

aktif sejak perencanaan, pelaksanaan kegia-

tan maupun kontrol dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan DAS.

Pengelolaan lingkungan dalam hal ini un-

tuk meningkatkan kualitas lingkungan DAS 

merupakan kewajiban manusia untuk dikel-

ROD� VHEDJDLPDQD� PH'LQ\D�� VHKLQJJD� VHWLDS�

manusia baik secara langsung maupun tidak 

langsung bertanggung jawab terhadap ke-

langsungan lingkungan hidup. Oleh karena 

itu peran serta masyarakiat dalam mencipta-

kan lingkungn hidup juga berkaitan erat den-

gan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu 

sendiri. Bahwa setiap orang adalah bagian 

dari masyarakat dan masyarakat memiliki 

hak, kewajiban dan peran yang sama dalam 

pengelolaan lingkungan DAS. Keberadaan 

masyarakat akan efektif sekali jika perannya 

dalam mengontrol pengelolaan lingkungan 

DAS dapat diwujudkan.

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak 

tahap perencanaan sampai evaluasi dalam 

pengelolaan lingkungan adalah untuk meng-

hasilkan masukan dan persepsi yang bergu-

na dari warga negara dan masyarakat yang 

berkepentingan (SXEOLF�LQWHUH�) dalam rangka 

meningkatkan kualitas pengambilan keputu-

san lingkungan. Karena dengan melibatkan 

masyarakat yang potensial terkena dampak 

kegiatan dan kelompok kepentingan (inter-

H��JURXSV), para pengambil keputusan dapat 

menangkap pandangan, kebutuhan dan peng-

harapan dari masyarakat dan kelompok terse-

but dan menuangkannya ke dalam konsep.

Kemitraan dalam pengelolaan DAS mu-

lai dari perencanaan, proses pelaksanaan 

program, output dan outcome program hasil 

monitoring teratur dalam suatu prosedur baku 

dapat memberi dan mendapatkan data dan 

informasi secara jelas dalam melaksanakan 

perannya. Sehingga, mewujudkan pembangu-

nan berkelanjutan dalam pengelolaan kualitas 

lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari.

Pengelolaan DAS dibangun berdasarkan 

pengelolaan program dan sumberdaya yang 

ada para pihak terkait berorientasi pada tu-

juan dan kesepakatan bersama sehingga me-

mungkinkan terjadinya kemitraan, menggu-

nakan keilmuan, perencanaan yang seksama 

dan pemantauan hasil pengelolaan. Proses 

partisipasi pengelolaan DAS terpadu pada 

tahap inisiasi mendorong terbentuknya me-

kanisme pengambilan keputusan kolektif 

yang berorientasi pada pemecahan masalah 

pokok di lapangan, sehingga perlu menga-

dopsi pendekatan bottom-up untuk menjamin 

H¿VLHQVL�GDQ�HIHNWL¿WDVQ\D�

Dengan adanya sebuah regulasi yang lebih 

jelas dan pengaturan kelembagaan akan men-

ciptakan mekanisme pengaturan hak dan ke-

wajiban masing-masing �DNHKROGHUV� secara 

proporsional dan adil, maka pelaksanaan pro-

gram konservasi sumberdaya alam diharapkan 

dapat dilaksanakan secara berkelanjutan den-

JDQ�GXNXQJDQ�¿QDQVLDO�GDUL��DNHKROGHUV yang 

memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat 

lainnya oleh adanya program tersebut. Den-

gan mekanisme ini, pola-pola “keproyekan” 

dalam melaksanakan pengelolaan DAS yang 

selama ini diterapkan secara bertahap dapat 

ditinggalkan dan digantikan dengan pola self-
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funded dan self-regulated mechanism yang 

akan dilaksanakan oleh para �DNHKROGHUV. Se-

ODLQ�LWX�SHUOX�DGDQ\D�VL'LP�SHQJDZDVDQ�XQWXN�

mengetahui kinerja para �DNHKROGHUV yang 

dapat diketahui kondisi suatu DAS dengan 

mengetahui dan sedikit mengkaji kriteria dan 

indikator kinerja DAS dalam suatu kerangka 

logis yang telah disusun sebelumnya, apakah 

GDODP�'DWXV� NULWLV� DWDX� EDKNDQ� VXSHU� NULWLV��

'HQJDQ� VL'LP� PDQDMHPHQ� LQIRUPDVL� \DQJ�

baku maka proses monitoring dan evaluasi se-

cara mudah akan dapat dilakukan. 

Peraturan perundang-undangan pengelo-

laan DAS berkaitan erat dengan peraturan 

perundang-undangan pada bidang konservasi 

tanah dan air, sumber daya air, tata ruang. 

Strategi dalam penerapan hukum lingkun-

gan perlu dilakukan agar hukum Iingkungan 

dapat tersosialisasi dalam masyarakat antara 

Iain: memasyarakatkan hukum Iingkungan 

melalui penyuluhan-penyuluhan secara ter-

padu dan berkesinambungan, transparansi 

dan akuntabilitas, partisipasi masyrakat, 

HIHNWL¿WDV� GDQ� H¿VLHQVL�� SHPHUDWDDQ� GDQ�

keadilan, penegakan hukum, peningkatan 

ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. 
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